
KARYA ILMIAH

SUMtsER.DAYA MANUSIA DALAM

PENGEMBANGAN JABATAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL DAERAH

OLEH :

DR.S, JOUKE.J. LASUTTMST

NIP t L9621OO6 1991L2 L OO1

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

MANADO

2010

ffi



LEMBAR PENGESAHAN KARYA ILMIAI-E

1

2

3

4

5

6

7

NAMA

NIP
PAHGKAT/GOLONGAF';

]ABATAN

JURUSAN

PROGRAM STUDY

]UDUL KARYA ILMIAH

DRS. JOUKE"J. LASUT,MSI

:.9621006 199112 1001
PEMBINA/IV a
LEKTOR. KEPALA

SOSIOLOGI

SOSIOLOGI

SUMBER.DAYA MANI'SIA
PENGEMBANGAN ]ABATAN
IqEGERI SIPIL DAERAH
t!

Penulis,

DALAM
PEGAWAI

Menyetu3ui
Ketua Jurusan Sosiologi

ERS. JOUKE.J. LASUT,MSI
ItiF ; 19621006 L99tL21 001

DRS. JOUKE.J. IASUT,MST
Nip : 19621OG 199112 1OOr.

Mengetahu

losrMsi
580605 r.98703 1 001



KATA PENGANTAR

Dengan mernanjatkan ['uji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

ranya dengan berkat dan penyertaanNya .maka penulisan Karya llrniah ini dapat

liselesaikan.

(arya llmiah ini diberi judul : "SUMBERDAYA MANIISIA DALAM PENGEMBANGAN

TABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAf,RAH ...

Kepegarvaian Daerah sebagai manajemen pernerintahan, merupakan salah satu

(ewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah" Usaha pemerintah daerah

lalam pengembangan kepegawaian di daerah sangat tergantung pada kesiapan daerah terhadap

iumber daya manusia yaitu Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah bahkan sumber daya

rlam atau potensi yang dimiliki oleh daerah yang sangat membantu terhadap sumber keuangan

laerah yang sangat penting dan berarti terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

. Dalarn rangka pengembangan kepegarvaian daerah tersebut, maka tidak terlepas dari

reberapa masalah yang dihadapi oleh daerah. Hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia

liperhadapkan pada masalah pengembangan jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah.

Penulis menyadari bahwa Karya llmiah ini tentu masih banyak kekurangan dan

<elemahannya oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan kritik

lemi penyempurnaannya.

Manado, FEBRUARI 2010

Penulis

J.J. L
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BAB T

PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

Dalam pencapaian kinerja yang efektivitas dan efisiensi serta kelancaran dalam

tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada aparatur negara

khususnya Pegawai Negeri. Oleh sebab itu, dalam rangka pencapaian tujuan

pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat yang tauat hukum, berperadaban

modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegarvai Negeri

yang mempakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang

harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan

dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

serta dalam penjelasan Undang-Undang ataupun Peraturan-peraturan secara baik dan

maksimal.

Disini diperhadapkan pada pelaksanaan desentralisasi kewenangan

pemerintahan kepada daerah, Pegawai Negeri berkewajiban untuk tetap menjaga

persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional,

arif dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan yang harus

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Kepegawaian Daerah sebagai manajemen pemerintahan, merupakan salah safu

kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Usaha pemerintah

daerah dalam pengembangan kepegawaian di daerah sangat tergantung pada kesiapan

daerah terhadap sumber daya manusia yaitu Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah

bahkan sumber daya alam atau potensi yang dimiliki oleh daerah yang sangat

membantu terhadap sumber keuangan daerah yang sangat penting dan berarti terhadap

penyeleng garaan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pengembangan kepegawaian daerah tersebut, maka tidak terlepas

dari beberapa masalah yang dihadapi oleh daerah. Hampir di seluruh daerah yang ada di



lndonesia diperhadapkan pada rnasaiah pen-aembangan .iabatan dalam lingkungan

birokrasi pemerintah.

Jabatan karier adalah -iabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang

hanya dapat diduduki oleh Pegar.vai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang telah beralih

status seba-qai Pegawai Negeri Sipil. Jabatan karier dapat dibedakan dalam dua jenis.

yaitu jabatan struktural dan jabatan tungsional. Pengangkatan Pegarvai Negeri Sipil

Dalam dan dari Jabatan Struktural diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100

Tahun 2000, sedangkan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada

Peraturan Pemerintah Nomor 16 'tahun 1994.

Pengembangan jabatan karier sangat dipengaruhi oleh efektivitas kerja dari

pegawai, yang memiliki kemampuan berupa keahlian dan ketrarnpilan serta bersifat

mandiri dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenangnya sebagai

pegawai negeri sipil yang menduduki dalam suatu jabatan fungsional.. Jabatan

fungsional merupakan suatu jabatan yang ada dalam suatu organisasi, dari sudut

fungsinya dibutuhkan oleh organisasi tersebut, tetapi tidak secara tegas ada dalam

struktur organisasinya. Dalam pengembangan jabatan karier Pemerintah Daerah

diperhadapkan kepada persoalan lebih mengutamakan jabatan struktural daripada

jabatan fungsional.

Jabatan fungsional kurang menarik dibandingkan jabatan struktural dalam suatu

organisasi karena beberapa alasan seperti pemberian tunjangan, pangkat, fasilitas dan

anggara. Jadi hal tersebut, dapat dikatakan menimbulkan ketidak adilan antara jabatan

fungsional dengan jabatan struktural yang terdapat dalam suatu birokrasi pemerintah di

Negara Republik Indonesia.



B. PERTJMUSAN MASATAH

Adapun Perumusan Masalah yang akan diuraikan dalam penulisan ini adalah :

Bagairnana Kemampuan aparatur Pemerintah Dalam Pengembangan Jabatan Pegawai

Daerah. "'.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

\. Konsep Sumber DaYa Planusia

Sumber daya manusia sebenarnya sudah di kenal sejak timbulnya

interaksi antara manusia yang seialu mencari alat untuk mencapai tujuan

dan sesuatu {i luar diri manusia itu sendiri yang di sebut alam. Bahwa

sebagian besar dari sumber daya manusia merupakan hasil akal budinya

disertai dengan pengalaman yang dikumpulkan dengan penuh kesadaran

melalui jerih payah dan perjuangan berat. Dalam hubungan ini pengertian

sumber daya manusia sangat dinamis, bukan sa-la sebagai respons

terhadap kemaj uan ilmu pengetahuan , perkembangan seni dan

perkembangan sains, namun j uga dalam respons terhadap kebutuhan

manusia secara individual serta sasaran sosial dan pembangunan pada

u m umnya.

Dari penjelasan di atas nampak bahwa sumber daya manusia tidak

menunjukan sesuatu benda atau substansi dapat berperan dalam suatu

proses atau operasi yaitu suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan

tertentu dengan perkataan lain sumber daya manusia merupakan suatu

abstraksi yang mencerminkan sifat manusia yang berhubungan dengan

suatu fungsi atau oPerasi.

Penjelasan Martoyo di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan

pendapat para ahli atau penulis lainnya. Suroto (1989 : 13) misalnya,

mengatakan bahwa sebagai sebuah kegiatan manusia yang produktif

terhadap masyarakat.

Dari pengertian tersebut nampak jelas bahwa sumber daya manusia,

sebuah konsep yang menguraikan atau menjelaskan tentang daya atau

potensi yang bersumber dari diri manusia itu sendiri yang memungkinkan

ia melakukan kegiatan yang produktif.

4



Berbicara tentang kualitas sumber day'a manusia herarti menyangkut

mutu sumber day'a manusia, baik mutu atau lisik(kualitas fisik ) maupun

mutu non fisik (kualitas non lisik)" Notoadmo-io (1986:56) dalam kaitan

tersebut men-ielaskan. bahwa kualitas fisik (kemampuan fisik)

menyangkut kesehatan dan gizi sedangkan kualitas non fisik (kemampuan

non fisik) adalah menyangkut kecerdasan dan mental atas dasar

pengertian tersebut maka menurut Notoadmo-io (1986 : 57) bahwa kualitas

sumber daya manusia itu menunj uk kepada kemampuan bekerj a,

kemampuan berpikir, dan keterampilan-keterampilan lain yang dimiliki

oleh seorang manusia.

Pendidikan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan pendidikan, perlu ditingkatkan kualitas sumber daya

manusia, Engkoswara (2001 : 5 ) menyebutkan bahwa "manajemen

pendidikan yang di harapkan menghasilkan pendidikan yang produktif ,

yaitu efektif dan efisien, memerlukan analisa kebudayaan atau nilai-nilai

dan gagasan vital dalam berbagai dimensi kehidupan yang berlaku untuk

kurun waktu yang cukup di mana manusia hidup baru".

Kualitas pendidikan dapat di lihat dari nilai tambah yang di

hasilkan oleh lembaga pendidikan, baik produk dan jasa maupun

pelayanan yang mampu bersaing di lapangan kerja yang ada yang di

perlukan. Peningkatan kualitas SDM dapat di lakukan melalui

peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan dapat memainkan perannya

maka harus terkait dengan dunia kerja, artinya lulus pendidikan

semestinya memiliki kemampuan dan keterampilan yang rtlevan dengan

tuntutan dunia kerja hanya dengan cara ini, pendidikan mempunyai

kontribusi terhadap ekonomi."

Mengenai relevansi pendidikan dalam arti adanya kesepadanan

sebagaimana di tawarkan Djoyonegoro (1995:5) dalam bentuk link and
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math. pada kenyataan pendidikan telah scsuai dengan keperluan

masyarakat yang sedang rnembangun SDM. SDM lebih bernilai jika

memiliki sikap. perilaku. wawasan. kemampuan. keahlian serta

keterarnpilan yang sesuai dcngan kebutuhan berbagai bidang dan sektor.

Pendidikan merupakan salah satu alat untuk menghasilkan perubahan

pada diri manusia. pendidikan merupakan hak seluruh umat manusia. t-lak

untuk memperoleh pendidikan harus di ikuti oleh kese mpatan dan

kemarnpuan serta kemauannya. Dengan demikian, dapat dl lihat dengan

jelas betapa pentingnya peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas

SDM agar sejajar dengan manusia lain, baik secara regional (otonomi

daerah), nasional, maupun internasional.

KONSEP APARATUR PEMERINTAH

Secara etimologi, istilah aparatur berasal dari kata aparal yakni alat, badan,

instansi, pegawai negeri (W. J. S. Poerwadarminta, 1993). Sedangkan aparatur yakni

disamakan artinya dengan aparat tersebut di atas, yakni dapat diartikan sebagai alat

negara, aparat pemerintah.

Iadi aparatur negara, alat kelengkapan fiegara yang temtama meliputi bidang

kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab

melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian pengertian aparatur

tidak hanya dikaitkan dengan orangnya tetapi juga organisasi fasilitas ketentuan

pengaturan dan sebagainya. Adapun jenis-jenis aparatur sebagaimana dikemukakan

oleh Victor Situmorang, SH dan Jusuf Juhir, 1993) adalah :

1. Aparatur Negara
Aparatur negara adalah keseluruhan pejabat dan lembaga negara serta pemerintahan
negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pernerintahan, sebagai abdi negara
dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara
dan pembangunan serta senantiasa mengabdi dan setiap kepada kepentingan, nilai-
nilai dan cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.



2. Aparatur Pemerintah
Aparatur pemerintah adalah keseluruhan lcmbaga atau badan yang ada di bar.vah

Presiden seperl.i Departemen, l,embaga, Pemcrintahan clan Departemen serta

Sekretariat Departemen dan lernbaga-lembaga tinggi negara.

3. Aparatur Perekonomian Negara
Aparatur perekonomian negara adalah keseluruhan Bank Pemerintah. lembaga

perkreditan. lembaga keuangan. pasar uang dan modal serta perusahaan milik

negara dan perusahaan milik daerah.

Melihat luasnya pengertian dan adanya macam-rnacam istilah terhadap aparatur ini

maka dalarn tulisan ini dipakai istilah aparatur pemerintah.

Dalam tulisan ini maka aparatur pemerintah diartikan sebagai abdi negara dan

abdi masyarakat yakni melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa serta

partisipasi masyarakat dalam pembangunan sedangkan sebagai abdi negara yakni

bermental baik dan mempunyai kemampuan profesional yang tinggi dalam

melaksanakan tugasnya untuk mendukung kelancaran pembangunan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahu'a ciri-ciri aparatur

pemerintah adalah :

Bersih
Berwibawa
Bermental baik
Mempunyai kemampuan profesional yang tinggi

Adapun ciri-ciri tersebut di atas adalah gambaran/image aparatur pemerintah

yang ideal , yang sampai saat ini sangat diharapkan sekali ciri-ciri tersebut di atas oleh

pemerintah dan negara serta seluruh bangsa Indonesia.

Ciri-ciri aparatur pemerintah yang sangat penting disebabkan oleh karena

aparatur pemerintah tersebut mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam

melaksanakan pemerintahan dan merupakan dinamisator dan stabilisator serta

merupakan suri teladan bagi masyarakat.

Dengan demikian, aparatur pemerintah itu mempunyai fungsi-fungsi sebagai

berikut :

1. Fungsi aparatur pemerintah sebagai abdi negara, yaitu :

Sebagai pemikir



Sebagai perencana
Sebagai penggerak pembangunan
Sebagai pelaksana dari tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan.
Sebagai pendukung dalam kelancaran pembangunan.

2. Fungsi aparatur pemerintah sebagai abdi n-rasyarakat, yakni :

Melayani masyarakat
Mengayomi masyarakat
Menumhuhkan prakarsa dan partisipasi

Membina masyarakat
Tanggap terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang hidup dalam
masyarakat.

C. KONSEP PENGEMBAI{GAN

Asal kata pengembangan adalah kembang, mengembang, berkembang yang

berarti :

b. Mekar terbuka atau terbenlang (barang terlipat) seperti kuntum bunga yang sedang

tampak layar putih mengembang;
c. Menjadi besar (luas, banyak) bangun misalnya besi lingkar roda itu dibakar dulu

supaya mudah dipasang pada roda;
d. Menjadi bertambah sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya), membiak

menjadi banyak atau merata, meluas, misalnya pikiran dan perasaan anak-anak

mulai berkembang.
Berkembang semuanya atau banyak berkembang, bunga di taman mengembang

berarti :

a. Membuka (memekar dan sebagainya).
Membentang sayapnya.
Meluas usahanya (pengaruhnya).

b. Menjadi besar (luas, merata)
c. Memperkembangkan menjadi berkembang (maju sempurna).
(W. J. S. Purwadarminto, 1984).

Pengembangan menitik beratkan pada suatu proses yang mengandung

pengertian tentang pertumbuhan.

Menurut Moekijat (1982), pengembangan adalah setiap usaha untuk

memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan

informasi, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan- Dengan kata lain



pengelnbangan adalah setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk menguhah perilaku

1'ang terdiri dari pengetahuan' kecakapan dan sikap'

MenurutDrs.FlendyatsoetopodanDrs.WastySoemanto(1982).istilah

pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara

.vang baru, dimana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat

atau cara tersebut terus menerus dilakukan. Bila setelah mengalami penyempurnaan-

penyempumaan akhirnya alat atau cara tersebut di pandang cukup mantap untuk

digunakan seterusnya maka berakhirlah dengan kegiatan pengembangan'

Irengembangan adalah sebagai suatu perubahan dalam orang yang

memungkinkan yang bersangkutan bekerja lebih efektif. Hasil pengembangan adalah

pegawai memiliki pengetahuan atau informasi baru, dapat menerapkan apa yang ia

ketahui (Kellog dalam Moekijat, 1982)'

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa pengembangan adalah setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk

menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, dirnana penilaian dan penyempurnaan

terus dilakukan dalam suatu organisasi, serta menambah kecakapan dan keterampilan

(kemampuan) manusia (pegawai) dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap

agarmanusia(pegawai)tersebutdapatbekerjalebihefektif.

). KONSEP KEPEGAWAIAN DAERAH

untuk mengetahui pengertian kepegawaian daerah itu, maka kita harus

menelaah terrebih dahuru arti dari kepegawaian dan daerah itu secara terpisah terlebih

dahulu.

Kepegawaian berasal dari kata dasar pegawai dan mendapat awalan ke- dan

akhiran -an. Pegawai berarti orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat

imbalan jasa, beru pa gaii dan tunjangan lainnya' Pengertian yang luas pegawai itu

adalah orang-orang yang melakukan segala kegiatan untuk memenuhi dan

mempertahankan hidupnya, dengan jalan bekerja dalam suatu organisasi, baik di dalam

lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan swasta'



Jika kata pcgarvai diberi awalan ke- dan akhiran -an akan meniadi

kepegau'aian. I)engan dernikian kepegau,aian itu adalah perbuatan yang mengurus

penggunaan tenaga kerja manusia, mulai dari penerimaan. penempatan" sampai

memberhenti kan pegaw'ai.

Menurut Undang-undang Republik lndonesia tahun 1974 Q0A0). Kepegawaian

adalah segala hal-hal mengenai kedudukan" ker,vajiban" hak dan pembinaan Pegawai

Negeri Sipil.

Pegawai adalah mcreka yang secara langsung digerakkan oleh manajer untuk

bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekeriaan sehingga

menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi

yang telah ditetapkan (Drs. Musanef 1982).

Personalia kerap kali j,rga disebut dengan istilah kepegarvaian yang di

dalamnya mengandung pengertian seluruh orang-orang yang ditugaskan untuk'bekerja

dalam suatu badan atau lembaga tertentu baik di lingkungan dunia usaha maupun di

lingkungan lembaga-lembaga pemerintah. Khususnya di lingkungan pemerintah di

sebut pegawai negeri (. Domi C. Matatius dkk, 1993).

Pengertian pegawai negeri telah dirumuskan secara lengkap dan rinci di dalam

pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yaitu Pegawai Negeri adalah setiap

warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan,

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,

atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 20A4 &ntang Pemerintah Daerah

Daerah otonom yang selanjutnya disebut sebagai daerah, adalah kesatuan hukum yang

mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam

ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian kepegawaian dan daerah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa kepegawaian daerah adalah segala kegiatan dan/atau perbuatan manusia yang

l0



meliputi tentang kedudukan. kewajiban. hak dan pembinaan Pegar.vai Negeri yang

berstatus sebagai pegawai daerah otonom atau dengan kata lain kepegaw-aian daerah

adalah setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh daerah terhadap Pegawai Negeri,

yang menyangkut proses pengadaan, penempatan, pengembangan dan pembinaannya

serta pemberhentian sebagai proses akhirnya.

l1



BAB ITI

SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN JABATAN PEGAWAI
NEGERT STPIL DAERATI

A. KEMAIVIPUAN APARATUTT DART SECI SUMBER DAYA MANUSIA

Kernampuan aparatur pemerintah daerah merupakan salah satu t-aktor yang

menentukan apakah daerah itu mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri

dengan baik atau tidak. Bagaimanapun juga berhasil tidaknya suatu kegiatan daerah

sangat tergantung pada manusia sebagai pelaksana atau aparatur pemerintah itu sendiri.

Dengan demikian suatu mekanisme penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan

dengan baik dan mencapai tujuan yang dikehendaki apabila subyek yang

menyelenggarakan pemerintahan itu dengan baik.

Pengertian baik di sini meliputi mentalitas, moralnya baik yakni -lujur. ada rasa

tanggung -iarvab yang besar terhadap pekerjaan, dapat bersikap sebagai abdi

masyarakat, memiliki kecakapan dan kemampuan yang tinggi untuk menterjemahkan

serta melaksanakan tugas-tugasnya.

Hal tersebut di atas sangat terkait dengan aspek kelembagaan di daerah, oleh

karena itu Mustopedidjaja AR (1996) rnengemukakan pandangannya bahwa untuk

dapat menangani urusan-urusan yang telah diserahkan Pemerintah Pusat maka

Pemerintah Daerah perlu menata kembali struklur kelembagaan yang ada sehingga

dapat dan mampu menangani setiap bidang urusan yang menjadi tugasnya"

Penyempurnaan kelembagaan pemerintah perlu didukung oleh penguatan sistem

administrasi pemerintahan perlu di dukung oleh penguatan sistem administrasi

pemerintahan dan kualifikasi sumber daya manusia yang memadai bagi kelancararr

pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dunia

usaha di daerah, disertai peningkatan pendapatan'atas pemanfaatan sumber-sumber

daya alam.

Pembangunan nasional saat ini menuntut suatu aparatur pemerintah yafig

memainkan peranan yang sangat dominan sehingga S. P Siagian (1999),
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mengetnukakan bahr,va peranan aparatur clapat dilihat dari sumber da;,'any'a sebagai

berikut :

1. Aparatur yang berdaya guna

Daya guna atau efisiensi merupakan salah satu prinsip rnanajemen y'ang

lrarus selalu di pegang teguh oleh semua pihak. Di soroti khusus dari sudut

administrasi pernbangunan. alasan fundamental untuk mengatakan demikian ialah

, lrcna pemerintah selalu dihadapkan pada situasi kelangkaan karena keterbatasan

kemampuan menyediakan dana, daya. sarana, prasarana, sumberdaya manusia yang

ahli, terampil dan w'aktu. Karena itu dalam manajemen pembangunan berlaku

"rurnus" bahwa tidak pernah ada alasan bagi aparatur pemerintah untuk tidak

bekcrja efisien.

Inefisiensi dapat timbul karena laktor kelembagaan, prosedural, kurangnya

keahlian dan ketrampilan, serta karena perilaku negatif para pelaksana.

Faktor kelembagaan dapat menjadi penyebab inefisiensi terutama jika, tipe

dan struktur organisasi yang digunakan tidak tepat. Seperti dimaklumi tipe

organisasi yang biasanya digunakan dalam lingkungan pemerintahan ialah yang

piramidal dimana terdapat sejumlah lapisan kewenangan yang pada umumnya

berakibat pada lambatnya proses pengambilan keputusan dan dengan demikian

sering terjadi pemborosan waktu. Karena kelemahan tersebut, dewasa ini struktur

yang piramidal makin ditingkatkan dan makin banyak organisasi yang

menggunakan organisasi fungsional yang lebih "datar".

Prosedur kerja yang tidak jelas atau yang rumit juga dapat menjadi sumber

inefisiensi. Prosedur demikian tidak hanya berakibat pada sulitnya melakukan

koordinasi, akan tetapi juga kemungkinan terjadinya duplikasi atau tumpang tindih

dalam pelaksanaan tugas misalnya karena tidak adanya uraian pekerjaan dan analisis

pekerjaan di samping prosedur yang ada kalanya berbelit-belit padahal dapat dibuat

sederhana. Itulah sebabnya penyederhaan pekerjaan (work simplification) sering

dijadikan program kerja agar paradigma etisiensi dapat diterapkan.
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Salah satu t-enomena adrninistratil' yang dervasa ini -ielas tarnpak ialah

irnptikasi kuat dari perkcmbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yarig sangat

pcsat" Perkembangan tersebut bcrakihat antara lain pada cepatnya keahlian dan

ketrampilan para pclaksana kegiatan pembangunan menjadi kctinggalan zaman. .lika

dernikian halnya. dengan sikap dan cara keria yang positil'sekalipun para peiaksana

akan sering berbuat kesalahan. Bukan karena disengaja dan bukan pula perilaku

)'ang disfungsional" melainkan karena tuntutan tugas yang sudah berbeda

dibandingkan dengan masa-masa lalu. Oleh karena itu, pemutakhiran pengetahuan

dan ketrampilan melalui pendidikan dan pelatihan merupakan tuntutan penerapan

paradigma ini.

Perilaku disfungsional seperti sikap kurang peduli, apatisme, tidak adanya

"rasa memiliki". kornitmen yang tidak kuat, rendahnya kesadaran tentang

pentingnya waktu menjadi salah satu penyebab terjadinya pemborosan atau

inet-rsiensi. Perilaku disfungsional harus dihilangkan melalui pembinaan apabila

mungkin, tetapi dengan pengenaan sanksi organisasional apabila nyata-nyata

diperlukan.

Aparatur yang Berhasil Guna

Aparatur yang berhasil guna atau efektif berarti mampu memanfaatkan dana

daya, sarana, prasarana, dan sumberdaya manusia yang telah ditentukan atau

dialokasikan dengan hasil yang optimal bahkan jika mungkin maksimal dalam batas

waktu tertentu yang telah ditetapkan pula. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa

elektifitas kerja merupakan "Saudara Kembar" dari efisiensi.

Salah satu implikasi dari paradigma ini dalam praktek ialah bahwa agar

mampu bekerja secara efektif, bukan hanya penting menyadari keterbatasan yang

dihadapi, akan tetapi juga etos kerja yang mengatakan bahwa dalam

penyelenggaraan kegiatan pembangunan, selalu diperlukan konsep baru dan ide

baru. Konsep dan ide baru hanya mungkin timbul jika para pelaksana berpikir

kreatif dan bertindak inovatif. Hasilnya ialah cara berpikir baru, cara bertindak baru,

metode kerja baru, dan pendekatan teknikal yang baru pula. Landasan berpikirnya
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3.

iaiah bahr,va dalam pelaksanaan tugas. selalu ada tempat untuk perbaikan dan

peningkatan. Dengan perkataan lain'"cara kerja terbaik tidak pernah mencukupi""

Aparatur yang Produktif

f'roduktivitas kerja pada dasarnya berarti perolehan hasil (output) yang

rnaksimal dengan menggunakan masukan (input) y"ang nrinimal. Masukan menfadi

hasil setelah melalui proses tertentu. agar bekerja secara produktif proses yang

teriadi harus efisien dan efektiL Dengan perkataan lain. produktivitas mempakan

hasil perkalian antara efisiensi dan efektivitas. Perlu ditekankan bahwa

permasalahan produktivitas bukan sernata-mata karena keterbatasan, melainkan

berkaitan dengan banyaknya variabel yang turut menentukan. Faktor-faktor tersebut

antara lain ialah :

(a) Latar belakang hidup para pelaksana,
(b) Termasuk usia,
(c) Jenis kelamin,
(d) Status menikah atau tidak,
(e) Jumlah tanggungan, dan
(0 Masa keda

Kemampuan, baik dalam arti fisik dan mental intelektual, tipe kepribadian

yatg bersangkutan, persepsi tentang kehidupan organisasional-bersahabat atau

tidak, Sistem dan peringkat nilai yang dianut Motivasi berkarya, dan Penugasan oleh

organisasi yang tepat dalam arti sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, bakat,

minat, dan pengalaman tenaga yang bersangkutan.

Aparatur yang Bersih

Telah diketahui bahwa suatu pemerintahan yang demokratis tidak pernah

menginginkan adanya aparatur yang tidak bersih. Apakah dinyatakan secara

eksplisit atau sekedar implisit, mewujudkan aparatur yang bersih merupakan bagian

integral dari kebijaksanaan umum yang ditempuh oleh pemerintah suatu negara

dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu harus diakui bahwa betapapun

gencarnya upaya yang dilakukan dalam menciptakan aparatur yang bersih, patologi
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birokrasi selalu ada dalam pemerintahan rnanapun. Patoiogi birokrasi pada dasarnya

dikategorikan dalam 5 kelompok, yaitu :

(a) Patologi karena orientasi kekuasaan dan hukan orientasi pelay'anan.

(b) Patologi karena ketidak rnampuan kelompok pimpinan menerapkan ga,va

mana-ierial yang situasional.
(c) Patologi karena kurangny'a atau rendahnya pengetahuan dan ketrampilan para

pelaksana,
(d) Patologi karena terjadinya primordialisme. kronisme dan nepotisme.

(e) Patologi karena tindakan para anggota birokrasi yang mengabaikan norrna-

nonna moral dan etika,
(0 Patologi karena dilanggarnya peraturan perundang-undangan.
(g) Patologi karena dekatnya para birokrat dengan para pengusaha yang

mengakibatkan kolusi,
(h) Patologi yang mengemukakan dalam perilaku disfungsional para anggota

birokrasi dan
(i) Patologi karena budaya organisasi yang tidak kondusif dalam menciptakan

penumbuhan dan pemeliharaan etos kerja yang tercermin daiam loyalitas
kepada negara, disiplin kerja, kerajinan dan ketekunan.

5. Aparatur yang Profesional

Kenyataan dalam kehidupan modem menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan

dan teknologi sebagai salah satu produknya-berkembang sangat pesat. bahkan pada

tirrgkat kepesatan yang belum pernah dialami oleh umat manusia sebelumnya. Salah

satu konsekuensi ialah bahwa masyarakat semakin cerdas berkat aksesnya kepada

pendidikan formal yang semakin tinggi. Dalam keadaan demikian tuntutan mereka

kepada aparatur pemerintah pun semakin meningkat. Peningkatan tuntutan tersebut

tidak hanya karena kebutuhan mereka yang harus dipuaskan semakin rumit, akan

tetapi juga karena meningkatnya kesadaran mereka akan perolehan haknya" Oleh

karena itu, untuk memenuhi tuntutan tersebut, di lingkungan pemerintahan mutlak

terjadi peningkatan profesionalisme dan pengetahuan serta keterampilan yang

spesialistik antara lain melalui pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen

pemutakhiran. Telah umum dimaklumi bahwa yang dimaksud dengan

profesionalisme ialah kehandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana

dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang

muda dipahami dan diikuti oleh para "klientele". Berkaitan dengan itu, diperlukan
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pengctahuan yang mendalam tentang seluk beluk tugas dan segala irnplikasinya dan

ketrarnpilan yang memungkin pai:a tenaga pelaksana beker.ia dengan baik karena

dikuasainya berbagai segi teknis yang terdapat dalam setiap tugas pekerjaan. Ini

sama sekali tidak bcrarti bahu'a pengetahuan yang bersifat gcneralistik tidak

diperlukan lagi bahkan dapat dikatakan bahwa bagi mereka yang memperoleh

kepercayaan untuk menduduki jabatan manajerial tingkat tinggi. pengetahuan yang

generalistik lebih diperlukan ketimbang pengetahuan yang spesialistik. Di samping

itu perlu pula diperhatikan jangan sampai pengetahuan yang spesialistik menjurus

kepada cara berpikir dan cara bertindak yang berkotak-kotak karena

penyelenggaraan berbagai jenis fungsi oleh satuan-satuan kerja dalam organisasi

tetap harus berpegang pada prinsip sinergi dan simbolis.

6. Aparatur yang kreatif

Telah dicatat bahwa salah satu tuduhan yang sering dilemparkan kepada

aparatur pemerintah ialah kecenderungan bersifat kaku dalam penegakan hukum dan

penerapan peraturan perundang-undangan. Telah dicatat pula bahwa ketaatan

aparatur pemerintah kepada semua perafuran perundang-undangan yang berlaku

tidak mungkin dilebih-lebihkan terutama karena peranannya selaku panutan bagi

masyarakat lainnya.

Dikaitkan dengan paradigma kreatifitas, kepatuhan tersebut bukanlah

kepatuhan yang bersifat robotik akan tetapi yang situasional dan penuh dengan

dinamika. Berarti diperlukan kreativitas yang tinggi bahkan sebagai paradigma,

kreatifitas tidak hanya dalam ketaatan dalam peraturan perundang-undangan, akan

tetapi dalam melaksanakan semua tugas pekerjaan karena selalu ada carayang lebih

baik, produktivitas masih selalu dapat ditingkatkan, tingkat efisiensi dan efektivitas

tidak pernah mencapai "titik jenuh" dan selalu ada tempat bagi penyempurnaan

mekanisme kerja.
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I'}eningkatan krcativitas kerja hanya mungkin teriadi apabila :

(a) 'l'crdapat iklim yang mendorong para arrggota birokrasi pemcrintahan untuk

mencari ide baru dan konsep baru serta menerapkannya sccara inovatif.

(b) T'erdapat kesediaan pirnpinan untuk memberdayakan para bau'ahannya antara

lain rneialui partisipasi para bawahan tersebut untuk mengambil keputusan yang

rnenyangkut pekerjaannya. mutu hasii pelaksanaan tugasnya, kariernya dan

cara-cara yang dianggapnya paling efektif menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi di tempat kejadian. Dengan demikian para pelaksana berprakarsa

dalam pelaksanaan tugas dan tidak hanya bersifat menunggu perintah/instruksi

baru bergerak.

7. Aparatur yang [novatif

Berkaitan erat dengan kreatifitas adalah sikap inovatif yang perwujudannya

biasanya berupa hasrat dan tekad untuk selalu mencari, menemukan dan

menggunakan cara kerja baru, metode kerja baru, dan teknik baru dalam

pelaksanaan tugas pekerjaan. Jika upaya mencari hal-hal tersebut diredam misalnya

dengan mengatakan bahwa "kita selama ini sudah bekerja dengan cara-cara yang

kita gunakan sekarang dan hasilnya cukup mernuaskan". Sulit membayangkan cara

berpikir dan bertindak inovatif. Pengawasan yang terlalu ketat, seolah-olah para

bawahan belum dewasa tidak disiplin dan bermotivasi rendah juga pasti menjadi

penghambat bagi tumbuhnya sikap yang inovatif. Bahkan secara filsafati dapat

dikatakan bahwa tidak diberikan kesempatan untuk berakibat pada "pemadaman"

hasrat berinovasi. Jika dalam upaya mencari menemukan, dan menerapkan

pendekatan yang inovatif itu terjadi kesalahan pimpinan jangan hendaknya serta

merta bertindak punitive melainkan edukatif.
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B" PENGEMBANGAN IABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

l. Fasilitas dan Anggaran

Salah satu J-ang menfadi faktor atau kendala dalam pengembangan jabatan

fungsional adalah tersedianya tasilitas dan anggaran yang dibutuhkan bagi pegarvai

atau pc-iabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya" Daiam

me laksanakan tugas dan fungsinya, pegaw'ai dalam suatu jabatan fungsional tertentu

dapat sa-ia dia tidak dapaL berprestasi maksimal, apakah dia sakit. iklim kondisi keqia

kantor yang tidak mendukung. karena disebabkan oleh lasilitas dan anggaran keria

yang tidak memadai/mendukung.

Hal tersebut juga menjadi faktor dari kurang menariknya jabatan fungsional

dibandingkan jabatan struktural. Tersedianya fasilitas dan anggaran bagi seorang

pejabat atau pegawai yakni seperti kendaraan dinas, rumah dinas dan lain

sebagainya bagi pejabat struktural dapat memotivasi dirinya agar dapat lebih

berprofesi dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja, kualitas kerja dan

disiplin keqfa dibandingkan pejabat fungsional. Di samping itu pejabat struktural

dapat merangkap jabatan sedangkan jabatan. Fungsional tidak dapat merangkap

jabatan. Dapat dikatakan menimbulkan kesenjangan atau ketidakadilan bagi pejabat

fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena lebih menuntut prestasi

kerja, setiap pegawai memiliki kedudukan yang sama, serta pemberian penghargaan

dan pendapatan pegawai atas dasar hasil kerja (Foctts on the result) bukan tinggi

rendahnya jabatan.

Hal ini juga yang menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah

yakni tersedianya keuangan daerah dalam rangka pengembangan jabatan fungsional.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka

penyelenggaraarr pemerintahan. Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak-hak dan

kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD). (Widjaja, 2002).
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Untuk rnengembangkan .iabatan tersebut. diperlukan dana atau anggaran

,vang cukup dalam pelaksanaanya. Daiam hal keuangan daerah. anggaran yang

disediakan untuk pengembangan jabatan fungsional direncanakan bagi pemerintah

daerah provinsi Sularvesi lJtara nanti akan dimuat pada Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah pada Tahun 2003 yang akan datang.

Pembiayaan terhadap pengembangan jabatan lungsional harus disesuaikan

dengan banyak, sedikitnya jabatan fungsional yang dikembangkan sesuai dengan

tugas dan lungsi dari setiap dinas. badan dan kantor yang ada mengingat

pengembangan iabatan karier tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

dan besarnya anggaran atau keuangan yang tersedia.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan

pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegarvai Negeri Sipil

yang ber:tujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian; kemampuan dan

ketrampilan yang sangat membutuhkan fasilitas dan anggaran sebagai sarana dalam

proses untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Kepejabatan fungsional merupakan suatu sistem kepejabatan yang tidak

menekankan pada adanya hierarkhi pegawai, akan tetapi lebih mengedepankan

kemampuan profesi pegawai. Sistem fi,rngsional akan lebih mendekatkan kinerja

birokrasi pada prinsip-prinsip yang lebih profesional, alasannya :

l) Sistem fungsional memberikan penghargaan dan jumlah pendapatan pegawai
atas dasar hasil kerja (focus on the result), bukan tinggi rendahnya jabatan.

2) Sistem fungsional merangsang pegawai untuk berkreasi dan berprestasi sebaik-
baiknya.

3) Sistem kepejabatan fungsional akan dapat mengelemir faktor praktek
primordialisme dalam birokrasi dan memunculkan iklim kerja yang egaliter
(memiliki posisi yaflg sederajat) diantara pegawai, sekalipun senior dan yunior.

4) Sistem fungsional akan mendorong pegawai berkonsentrasi penuh pada
pekerjaannya, dan berusaha menguasai bidang kerjanya sebaik mungkin
(Setiono,2002).

Untuk memacu profesionalisrne kerja dari pejabat fungsional dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya, maka tidak terlepas dari besarnya anggaran atau

keuangan daerah yang tersedia untuk diberikan kepada pegawai dalam bentuk
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tunjangan jabatan. Keuangan daerah adalah semua hak dan kerva.!iban daerah daiam

rangka penvelengqaraan pcurerintahan daeratr ),ang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnl,'a seeala bentuk kekavaan lain yang berhubungan dengan hak

dan kerva.iiban daerah tersebul. dalarn kerangka AI'}BD.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan salah satu alat untuk

meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan

otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung-iawab.

Dengan demikian APRD harus benar-benar mencenninkan kebutuhan

masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

2. Tunjangan Jalratan

Pada setiap jabatan karier pegawai, baik dalam jabatan struktural maupun

jabatan fungsional, memiliki tunjangan jabatan yang diberikan sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri

Sipil yang ditugaskan di bidang tertentu menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil

yang menjabat jabatan tertentu menurut ketentuan yang berlaku.

Tunjangan jabatan dibagi menjadi beberapa tunjangan jabatan antara lain :

1. Tunjangan jabatan struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang menjabat pada jabatan struktural pada dinas/lembaga
kerja daerah.

2. Tunjangan jabatan fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada

Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan fungsional, sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000

Tanggal 16 Juli 2000, maka besarnya tunjangan struktural dapat dilihat pada tabel

berikut :
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Tabel I

Besamya Tunjangan Jabatan Struktural
Terhitung Mulai Juni 2000

Dari tabel di tersebut dapat dikatakan bahwa pemberian tunjangan jabatan

strulGural pada setiap jabatan tersebut adalah sangat tinggi dibandingkan pemberian

funjangan jabatan fungsional. Di samping itu juga pemberian tunjangan jabatan

struktural yang berdasarkan eselon tersebut hanya berdasarkan pada Keppres RI No.

99 tahun 2000 sedangkan pemberian tunjangan jabatan fungsional berbeda-beda

bagi setiap jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Preside yang ada.

,:-,1', i j

'-l;;,;-;.:
,rit{!.1'I :

,Jg:"t;,
: '-r. ;

''ri;;.it: j: .<t- -:

No Eselon Besar Tunianean
I IA 4.500.000,-

2 IB 3"500.000,-

3 TIA 2.500.000,-

4 IIB 1.500.000,-

5 IIIA 600.000,-

6 IIIB 450.000,-

7 IVA 240-000,-

8 TVB 210.000,-

9 VA 150.000,-

t0 VB 120.000,-
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-fabel 
2

Keputusan Presiden Republik Indonesia
I'entang 

.i'uniangan 
Jabatan Fungsiorial

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan telah

ditetapkan angka kreditnya diberi tunjangan fungsional. Besarnya tunjangan jabatan

fungsional untuk setiap mmpun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan

Presiden.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999

tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, maka besarnya

tunjangan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan adalah

sebagai berikut :

a. Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk masing-masing jenjang jabatan

fungsional keahlian adalah : '

Jenjang Utama, setinggi-tingginya sama dengan funjangan jabatan struktural
Eselon Ia;
Jenjang Madya, setinggi-tingginya sarna dengan tunjangan jabatan struktural
Eselon IIa;

No Keoutusan Presiden Jenis Tuniansan Jabatan

I

2

3

A+

5

6

7

8
9

10

Keppres RI No. 100 Tahun 2000
Keppres Rl No. l0 t Tahun 2000

Keppres RI No

Keppres RI No

Keppres RI No

Keppres RI No

Keppres RI No

Keppres RI No
Keppres N No

102 Tahun 2000

103 Tahun 2000

104 T'ahun 2000

105 
-l-ahun 

2000

106 T'ahun 2000

I 9 Tahun 2000
l6 Tahun 2000

Keppres RI No. 146 Tahun 2000

Tentang Tunjangan'fenaga Kesehatan.
'1'entang Perubahan Atas Keputusan Presiden

2STahun 1995 Tentang Tunjangan "ft

Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Ke

No. 99 Tahun 1999
Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden N
Tahun 1998 Tentang Tunjangan Dosen.
Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden N,
Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Peneliti.
Tentang Perubahan Atas Keppres No. 27 Tahun
Tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api.
Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden N,
Tahun 1989 Tentang Tunjangan Penvuluhan Pertan
I'entang Perubahan Atas Keppres No. 33 Tahun
Tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.
Tentang Tunjangan Hakim.
Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Peng
Srvadaya Masyarakat, lnstruktur Latihan Kerja, Pr

Jagawana dan Teknisi Kehutanan.
Tentang Tuniangan Jabatan Fungsional Pustakawar
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Jen-lang Muda. setinggi-tingginl'a sarna dengan tunjangan jabatan struktural
L.sclon llla:
Jen-f ang Pertama. setinggi-tingginya saina dengan tuniangan jabata stmkturzrl
Eselon IVa.

b. Besarnya lun-iangan jabatan lungsional untuk r-nasing-masing jenjang jabatan

fungsional keterampilan adalah :

Jen-iang Penl'e lia, setinggi-tinggin.va sama dengan tunjangan jabatan

struktural Eselon I[[a:
Jen-lang Pelaksana Lanjuta. setinggi-tingginya sama dengan tunjangan
jabatan struktural Eselon IVa;
Jenjang Pelaksana. setinggi-tingginl'a sarna dengan tunjangan jabatan
struktural Eselon Va:
Jen-iang Pelaksana Pemula. setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan

struktural Eselon Vb:
Syarat-syarat Pembayaran 'funjangan Jabatan Fungsional sebagai berikut :

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari bendaharawan yang telah
diketahui/disetujui Kepala Kantor/Satuan Kerja dan atau atasan langsung
permintaan pembayaran tunjangan jabatan fun-esional diajukan bersamaan
dengan pengajuan permintaan gaji oleh pejabat pembuat gaji;
Surat keputusan pengangkatan dalam-iabatan dari pejabat yang berwenang, yang
mencantumkan besarnya tunjangan jabatan yang diterima;
Surat pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan;
Harus memperhatikan ketentuan tentang perangkapan jabatan dengan jabatan
struktural fungsional lainnya sebagaimana diatur oleh Keppen yang
bersangkutan;
Dalam pelaksanaan pembayaran agar memperhatikan larangan pengangkatan
yang berlaku;
Tunjangan jabatan fungsional dibayarkan pada bulan berikut setelah yang
bersangkuta-n secara ny ata me I aks anakan tugas nya-

Pemberhentian Pembayaran Tunj angan Jabatan

Pembayaran tunjangan jabatan dihentikan mulai bulan berikutnya Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan;
. Tidak lagi menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keppres yang

berkenaan.
, Diberhentikansementara.
. Drjatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.
. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
. Drjatuhi hukuman penjara/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.
. Tidak ada surat pernyataan masih menduduki jabatan dari pejabat yang

berwenang.
. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan dan dibebaskan dari tugas

jabatannya selama dari 6 (enam) bulan.



Pembayaran tuniangan jabatan bagi Pegar,vai Negeri Sipil yan-e menjalani cuti
besar. dihentikan terhitung mulai bulan berikutnl,a Pegar.vai Negeri Sipil
yang bersangkutan- Mulai menjalani cuti besar.

" Pe-jabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan
Pemberhentian/pembebasan dari jabatan dan pemberian surat iiin cuti besar.
menyampaikan tembusannya kepada KPKN/Kepala Kas Daerah dari pejabat
pembuat daftar gaji yang bersangkutan, untuk digunakan sebagai dasar
penghentian sementara tunjangan tersebut.

. Pemberian tunjangan jabatan pada pegawai negeri tennasuk pada dana
alokasi umum. Pada saat ini pemberiannya diserahkan pada pemerintah kota
atau kabupaten sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Jadi
dituntut kemampuan daerah masing-masing untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.
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BAB IV

KESTPULAN
Sebagai akhir dari pcnulisan ini maka dapat diuraikan Kesimpulannva sebagai

berikut :

1. Disadari bersama bahrva kemampuan aparatur pernerintah daerah terutama dalan-l

pelaksanaan tugasnla belum sepenuhnla merniliki kernampuan yang maksimal"

Berbagai upaya yang ditempuh oleh pemerintah pusat dalarn melakukan pembinaan.

penataran, restrukturisasi sudah dilaksanakan. namun hasilnya masih perlu

ditingkatkan semaksimal mungkin.

2. Pelaksanaan tugas yang diemban di daerah cukup kompleks dan runit sehingga

memerlukan berbagai pemecahan masalah. Tugas-tugas )'ang diemban dalam

penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan tergantung pada keberhasilan tugas

. yang dilakukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta

tugas-tugas admini strati f.

3. Mantapnya mekanisme pemerintahan dan efektifitasnya mekanisme pembangunan

di daerah ditentukan oleh pendayagunaan aparatur pemerintahan dalam hal ini

pendayagunaan seorang pemimpin dalam proses pengambilan keputusan seperti

meningkatkan pendayagunaan para bawahan yang ada.

4. Pengembangan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan melihat kebutuhan dari

daerah terhadap jabatan fungsional tertentu.

5. Pengembangan jabatan fungsional diserahkan kepada daerah sebagai pembina

pejabat fungsional daerah kepada dinas-dinas, kantor-kantor dan badan-badan yang

ada sebagai lembaga teknis dan penunjang yang ada di daerah, agar lembaga

tersebut dapat mengusulkannya kepada kepala daerah untuk mengembangkan

jabatan tersebut dan melakukan pengangkatan bagi pejabat fungsional, berdasarkan

peraturan yang ada.
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